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1.1. LatarBelakang

Pengel ol aankeuangandaerahmerupakan sub-

sistemdari sistempengel ol aankeuangannegaradanmerupakanel emenpokokdalam

penyel enggaraanPemerintahan Daerah.Pengel olaankeuangan yang
baikialahpengel olaan yang bi samengoptimal kanpotensi -
potensi pembangunansuatudaerah, sehinggadapattercapai target-target

dal ampeningkatankuali taspembangunan. Sebagai sal ahsatubentuk pertanggungja
wabandal ampenyel enggaraanpemerintah yang diaturdalamUndang-
UndangNomor 09  Tahun 2015  tentangPemerintahan Daerah,
upayakonkrituntukmewujudkantransparansi dana,akuntabilitaspengel olaankeuan
ganpemerintah,

bai kpemeri ntahpusatmaupunpemerintahdaerahdenganmenyampai kanl aporanper
tanggungjawaban yang berupal aporankeuangan.

Laporankeuanganpemerintah  yang dihasilkanharusmemenuhiprinsip-
prinsi ptepatwaktudandi susunmengikuti Standar A kuntansi Pemerintahan
(SAP).Laporankeuanganpemerintahkemudiandisampaikankepada DPR/DPRD
danmasyarakatumumsetel ahdi auditol enBadanPemeriksaK euangan
(BPK).Adapunkomponenl aporankeuanganpadaSatuanK erjaPerangkat  Daerah

(SKPD) yang disampaikantersebut, meliputi(a) LaporanRealisasiAnggaran



(LRA), (b) LaporanOperasional (LO), (c)Neraca, (d) LaporanPerubahanEkuitas
(LPE), (e)LaporanArusK as,(f)LaporanPerubahan SAL, (9
CatatanAtasL aporanK euanganTahunAnggaran,

Penyusunanl aporankeuangan yang
berpedomanpadaStandar A kuntansi Pemerintahansesungguhnyaadal ahupayadal a
mrangkameni ngkatkankualitas aporankeuangandaerah. Peraturanperundang-
undangan yang
memberikanbuktitentangbatasanwaktupenyampai anl aporankeuangan agar
pemerintahdaerahdapat! ebi htepatwaktudal ammenyajikanl aporankeuangannyaya
ituPeraturanM enteri DalamNegeriNomor 13 Tahun 2006 yang
telahdisempurnakandenganPeraturanMenteriDalamNegeriNomor 21 Tahun
2011 tentangPedomanPengel olaanK euangan Daerah.

Tujuanpel aporankeuangansecaratepatwaktudiaturdalam PP No. 71
Tahun 2010.DenganditetapkannyaPeraturanPemerintahtersebut,
selainuntukmewuj udkangood

gover nancej ugamerupakanj awabanataspenanti anadanyapedomanpenyusunanda

npenyajianl aporankeuanganpemerintahdaerah.K etepatanwaktu (timelines)
merupakansal ahsatuf aktor pentingdal ammenyajikansuatuinformasi yang
relevan.Rel evanmenurut SFAC No. 2,jikamemilikinilaiprediksi,

nilaiumpanbalik,



dantepatwaktu. T epatwaktuberartiinformasi keuangantersebutdapatdi gunakanpe
makail nyadalammempengaruhi suatukeputusansebel umkehilangankapasitasnya.

Chamber dan  Penman  dadamKarimdan  Ahmed  (2005)
mendefinisikanketepatanwaktudal amduacarayaituketepatanwaktudidefinisikans
ebagai keterlambatanwaktupenyampai anl aporankeuangandaritanggal laporankeu
angansampaitangga mel aporkan,
danketepatanwaktudi tentukandenganketepatanwaktupenyampai anl aporankeuan
ganrel atifatastanggal penyampai anl aporankeuangan yang diharapkan.

Informasi keuanganakanti dakrel evanapabil apenyampai aninformasikeuan
gantel ahcepatberlalu.
L aporankeuangansebagai sebuahi nformasi akanbermanfaatapabilainformasi yang
dikandungnyadi sedi akantepatwaktubagipembuatkeputusan.  Informasi  yang
rel evanbil adihubungkandenganpemakai ataupenggunadiartikanmenjadi 3 aspek
(Suwardjono, 2005:165) yaitu : @ goal relevance
merupakankemampuani nformas dalammembantuparapemakal untukmencapaituj
uannya; (b) semantic relevance
yaitukemampuaninformasi untukdi pahami maknanyaol ehpemakai sesuai denganm
akna  yang ingindisampaikan; dan (c) decision relevance
yaitukemampuaninformasiuntukmemfasilitasi proses

pengambilankeputusanol ehparapemakai. Informasikeuangan yang



dilaporkandengancepatmakaakanmembantuseseorangapabil adi posi sikansebagai
pembuatkeputusan.

Proses penetapanal okasi danauntuksetiap SKPD
untukperiodetahunberjalan,
tel ahdibahasal okasi pagudananyapadatahunsebel umperi odetahunberjal an.
K emudianolehmasing-masing SKPD
membuatrencanakerjauntukdisesuaikandenganalokasidana yang ditetapkan.
Proses untukmemperoleh DPA sekitar 4-5 bulantahunsebelumnya. Dana
dankegiatan yang telahditetapkandalam DPA semestinya per tangga 1
Januaritel ahbi sadi pergunakanolehmasing-masing SKPD,
tetapiti dak semuabi saberj alandengansemestinya,
ol ehkarenasebel umpencai randanamakaharusdi adakanrekonl aporankeuangantah
unsebelumnya.
Setel ahpel aporankeuangandanhasi I rekonsudahsel esaimakamasing -
masi ngbendaharadapatmengaj ukanpermi ntaandanauangpersediaan (UP)
untukkegiatan programn di SKPD masing — masing. Setelahdana UP
di dapatmakabendaharapengel uaranwajibmembuat pertanggungjawabanberupal a
porankeuanganpenggunaandanaberupa SPJ Fungsional, LPJ, BKU, BukuPgjak,
Register penutupanKas, RC Bank. Laporanpertanggungjawaban yang

sudahditerimaoleh Biro



K euanganmakabendaharapengel uarandapatmengaj ukanpermintaandanauntukme

ngisi kembalikasbendaharasesuai pertanggungjawaban yang disampaikan.

BendaharaDinasK esehatanProvinsi NTT
wajibmenyampai kanlaporankeuangan per tanggal 31
Desemberperi odetahunberjal an.Sehinggai tumerupakanwaktu yang

diberikanuntukdapatmengisi kembali kaspadabendahara. Jikabendaharapengel uar
antepatwaktumakaadawaktu yang
cukupuntukdapatmereali sasi kandanatersebutsehi nggamakinbanyakbanyak
program yang dapatdirealisasikankegiatannya. Jikaterlambatmakawaktu yang
tersi sgj ugasemakinsedikituntukmereali sasikansemuakegi atandalam program.
Berikutdisgjikan data

keterlambatanpel aporanK euanganDinasK esehatanProvins NTT.

Tabel 1.1
Data K eterlambatanPelapor anK euangan
DinasK eschatanProvinsi NTT

NO | TAHUN PER BATAS PELAPORAN | TERLAMB
ANGGA | TANGGAL | TOLERANSI AT
RAN

1 2015 31/12/2015 | 28/02/2016 11/04/2016 42 HARI

2. 2016 31/12/2016 | 28/02/2017 05/04/2017 35HARI

Sumber: BagianKeuanganDinkesProv.NTT 2017



Berdasarkan data di
atasmasi hadanyaketerlambatandal ampel aporankeuangan di
DinasK esehatanProvinsi NTT padatahunanggaran 2015 dan
2016.L aporanK euangan yang terlambatyaituNeraca,

LaporanRealisasiAnggaran, LaporanOperasional, LaporanPerubahanEkuitas,

danCatatanAtasL aporanK euangan. Hambatan yang
seringterjadiol ehkarenaketi daktaatanpengel ola program
ketikamengaj ukanpanjar, tidakmemperhitungkanwaktu yang

adadal ampel aksanaankegi atantersebut. Seringkal i pel aksanaankegi atandarimasin
g - masing program
padaakhirbul ansehinggapertanggungj awabanakanberdampakterhadappenyerapa
nanggaran (PeraturanPemerintah No. 8 Tahun 2006).
Ol ehsebabitui nstansi harusmematuhi peraturandanmel aporkanl aporankeuangann
yasecaratepatwaktusesuai prosedur yang ada.
Berdasarkanmasalahdi  atasmakapenulis tertarik melakukan penelitian
dengan judul:

“AnalisisK eterlambatanPelapor anKeuanganDinasKesehatanProvinsi NTT”.

1.2. RumusanM asalah
Berdasarkanl atarbel akang yang telahdiurakain di

atasmakapenulismerumusanpermasal ahandal ampenelitianiniyaitu* Faktor -



FaktorApasga yang MempengaruhiketerlambatanPelaporanKeuangan  di
DinasK esehatanProvinsi NTT” ?
1.3. TujuanPenélitian
Berdasarkanurai anlatarbel akang diatas,
makatujuanpenelitianiniadalahuntukmengetahuifaktor -  faktorapasgia yang
mempengaruhiketerlambatanpel aporankeuanganDinasK esehatanProvins NTT.
1.4. ManfaatPenelitian
Manfaat yang dicapaidalampenelitianiniadalah :
1.Bagilnstansi
a. Hasipenelitiandiharapkandapatmemberikaninformasimengenaifaktor  yang
mempengaruhiketerlambatanpel aporankeuangan, serta
b. Menjadibahanacuanuntukmengantisi pasi keterlambatanpel aporankeuangan
di DinasK esehatanProvinsi NTT.
2. BagiPenulis
Sebagai sal ahsatusyaratgunamenyel esaikanstudijenjang S1

padaUniversitaskK atolikWidyaM andiraK upang.



